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1. Terhadap temuan pemeriksaan BPK yang terkait dengan kelemahan pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan aset tetap, Komisi II DPR-RI meminta kepada BPN untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan melakukan langkah-langkah konkrit meningkatkan sistem pengendalian intern atas pencatatan, pelaporan dan sertifikasi aset sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. 
2. Komisi II DPR-RI memberikan apresiasi terhadap gagasan untuk melakukan langkah-langkah yang diambil oleh BPN dalam rangka penanganan kasus-kasus pertanahan nasional dengan menggunakan skema dasar dalam bentuk 2 operasi sandi yaitu Operasi Tuntas Sengketa 2008 untuk menuntaskan 1.400 kasus dan Operasi Sidik Sakti Sengketa Tanah 2008 untuk menuntaskan sengketa tanah yang didalamnya ada indikasi tindak pidana sejumlah 165 kasus, dan Komisi II DPR-RI meminta kepada BPN untuk menjelaskan lebih jauh dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Komisi II DPR-RI.  
3. Komisi II DPR-RI meminta kepada BPN dalam proses penanganan penyelesaian sengketa pertanahan dengan mempertimbangkan solusi alternatif melalui mediasi yang berlandaskan pada hasil pengkajian secara mendalam terhadap masalah pokoknya.
4. Untuk melakukan pembaharuan  pertanahan di Indonesia disamping perlu penguatan kelembagaan, Komisi II DPR-RI juga meminta kepada BPN untuk meningkatkan pengawasan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat pada semua tingkatan. 
5. Dalam rangka menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam dan terwujudnya tertib administrasi pertanahan, Komisi II DPR-RI meminta kepada BPN dalam pengendalian dan pengelolaan tanah agar proaktif berupaya lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara sinergi dengan instansi terkait antara lain Departemen Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk lebih mengefektifkan dan mengintensifkan pembahasan penyelesaian kasus-kasus pertanahan, Komisi II DPR-RI dan BPN sepakat menugaskan kepada Tim kerja Pertanahan Komisi II DPR-RI dan Tim 7 BPN untuk membahas dan mengkaji kasus-kasus pertanahan secara konsinyir untuk merumuskan solusi penyelesaian kasus-kasus yang ditangani yang hasilnya akan dilaporkan pada RDP berikutnya.
Catatan :
Terhadap kasus ganti rugi tanah seluas 1.470 Ha yang terletak di Kampung Ujung Benung, Ilir Panaragan, Manggala Mas dan Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Bandar Lampung atas nama ahli waris 5 keturunan yang pada saat ini telah diberikan HGUnya atas nama PT.Huma Indah Mekar Tbk, Komisi II DPR-RI meminta kepada BPN untuk segera melakukan pengkajian dan peninjauan kembali atas kepemilikan HGU No.27 dan No.22 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk bekerja sama dengan BPN setempat yang melakukan pengukuran kembali batas tanah HGU atas nama PT.HIM. 

· 3 tahun pertama hak pakai
· 10 tahun kemudian diberi hak milik dan hanya bisa dijual kepada negara
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